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BAB V   

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Kewenangan Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata 

tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 

Tahun 1951 adalah mengantisipasi dengan cara mengawasi 

kepemilikan, peredaran, serta melakukan pendataan 

terhadap masyarakat yang memiliki potensi 

menyalahgunakan senjata tajam, sekaligus menjalin 

koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat. 

Selain itu, Polsek juga memiliki kewenangan dalam aspek 

pencegahan melalui sosialisasi hukum, penyuluhan, dan 

pembinaan masyarakat. Adapun pada tahap penindakan, 

kewenangan Polsek mencakup pelaksanaan razia atau 

operasi kepolisian, penyitaan senjata tajam yang dibawa 

tanpa izin atau alasan sah, penangkapan terhadap pelaku, 

serta pelimpahan perkara ke proses peradilan. 

2. Efektivitas Pengawasan Senjata Tajam Di Wilayah Polsek 

Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tercermin dari 

kemampuan aparat dalam mengantisipasi potensi 

penyalahgunaan senjata tajam melalui pengawasan 

kepemilikan, peredaran, dan pendataan masyarakat yang 

berisiko. Efektivitas tersebut juga terlihat dari upaya 
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pencegahan yang dilakukan secara konsisten melalui 

sosialisasi hukum, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat 

dengan melibatkan tokoh adat, agama, serta pemuda. 

Selanjutnya, pada aspek penindakan, efektivitas 

diwujudkan melalui razia atau operasi kepolisian, penyitaan 

senjata tajam tanpa alasan sah, penangkapan pelaku, hingga 

pelimpahan perkara ke proses peradilan. Dengan kombinasi 

langkah preventif dan represif tersebut, pengawasan senjata 

tajam tidak hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta 

menciptakan rasa aman dan tertib di wilayah hukum Polsek 

Ulu Musi. 

3. Kewenangan dan efektivitas Polsek Ulu Musi dalam 

perspektif Siyasah Tanfidziyah dapat dipahami sebagai 

bentuk pelaksanaan kewajiban ulil amri dalam menjaga 

kemaslahatan umat. Pengawasan senjata tajam sejalan 

dengan maqāṣid al-syarī„ah, khususnya dalam aspek hifẓ 

al-nafs (menjaga jiwa) dan hifẓ al-māl (menjaga harta). 

Meskipun terdapat kendala di lapangan, pelaksanaan 

kewenangan Polsek tetap sah secara hukum positif dan 

mendapatkan legitimasi moral dari perspektif syariat Islam. 

Dengan demikian, pengawasan senjata tajam oleh Polsek 

Ulu Musi dapat dikategorikan sebagai upaya integratif 

antara hukum positif dan siyasah Islam untuk menciptakan 

keamanan, ketertiban, serta kemaslahatan masyarakat. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Polsek Ulu Musi, perlu meningkatkan upaya preventif 

melalui sosialisasi hukum yang lebih intensif kepada 

masyarakat, khususnya generasi muda, sekaligus 

memperkuat kapasitas personel dalam pengawasan senjata 

tajam. 

2. Bagi masyarakat, diharapkan lebih sadar hukum dengan 

membedakan fungsi senjata tajam sebagai alat kerja dan 

larangan penggunaannya untuk tindakan kriminal, serta 

mendukung kepolisian melalui peran tokoh agama, adat, 

dan pemuda. 

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat 

melanjutkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih 

luas atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk 

memperkaya data mengenai efektivitas pengawasan senjata 

tajam. Penelitian lanjutan juga dapat meninjau aspek 

kebijakan hukum pidana nasional dan hubungannya dengan 

kearifan lokal. 
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